KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIKERSO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanaan
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
:g;bgz’i':a Negara .Republik Indonesia Nomor 5495)
Undang~Urr:§aI:eli? diubah beberapa kali terakhir dengan
(Letibatan Negagra ;:norbl.l Tahun '2020 tentang Cipta Kerja
il Lembaranpl\? lik lndonesn.a Tahun 2920 Nomor 245,
egara Republik Indonesia Nomor 6573);
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intahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P;m}f::tg014
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 14 ciaals
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I'n onkhir
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tergi ol
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20?0 tentang 25320
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I"ahun .
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Peraturan :Demerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta}.aun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tflhun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868);
'f’eratura?n Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
fransmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1455);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor
12);

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

22, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
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24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2og3 Tentirlng
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Dae
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39); :

25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor
68);

26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);

27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang
Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor
70);

28. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2023 Nomor 4).

29. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2024 (Berita Desa Desa Ngadikerso Tahun 2023 Nomor

5).
Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan
Penerima Manfaat BLT - DD Nomor 143/1/1/2024 tanggal 02
Januari 2024.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Desa adalah Desa Ngadikerso.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Pemerintah Desa adalah kepala desa di
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

pendut'iuk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan
yang ditetapkan secara demokratis,

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
réncana keuangan tahunan Pemerintahan

bantu perangkat desa sebagai unsur

selanjutnya disebut APBDesa adalah
Desa.
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musy awaral!
m asyarakat
akati hal

Musyawarah Desa a

i i Jain adalah
antara Badan Perm yang disebut dengan nama

. Usyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk fenyey
yang bersifat strategis, . RPJM

9- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 'dnsmgkataktu 6
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka W
(enam) tahun. dalah

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP ki

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. dengan

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan T

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. )

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang dldahuluka?)d::

diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana ; e .a;

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan DR

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayal
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

10.

13,

Pasal 2
Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangutllan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3
(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa
untuk:
a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
c. Pengentasan kemiskinan ekstrem:;
d. Penurunan stunting.

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
keluarga penerima manfaat yang memenubhi kriteria sebagai berikut :
(1) kehilangan mata pencaharian;
(2)Jmempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis,

dan/atau penyandang disabilitas;

(3)tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
(4)rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
(S)perempuan kepala keluarga dari keluarga miskinekstrem.

(3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode

nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
(4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk

(5) Daftar keluarga penerim

(6) Dalam terjadi perub

i ahan keluarga penerima man
dimaksud pada aya p faat BLT Desa

; sebagaimana
t (5) akan dilakukan perubahan Darate.....

Tr_ . =
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tentang penetapan daftar
musyawarah desa khusys

keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui

Pasal 4
Perat < bk .
uran Kepala Desa ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga; setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa
1Nl dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadikerso.

Ditetapkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal 02 Januari 2024

Diundangkan di Desa Ngadikerso
Pada tanggal 02 Januari 2024
~ SEKRETARIS DESA NGADIKERSO

o
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